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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Perikatan
Perikatan atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.
 Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.  M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “istilah kontrak sama pengertiannya dengan persetujuan”.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perjanjian sama pengertiannya dengan persetujuan, oleh karena itu persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat dibaca dengan perjanjian.

Menurut para sarjana, antara lain Abdulkadir Muhammad bahwa rumusan perjanjian adalah KUHPerdata itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahannya yaitu.       

Hanya menyangkut sepihak saja


Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus


Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan  melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

Pengertian perjanjian terlalu luas


Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padalah yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.

Tanpa menyebut tujuan

Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perlu dirumuskan kembali arti perjanjian. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.
  M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai  harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

Terdapatnya para pihak yang berjanji.

Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum.

Terletak dalam bidang harta kekayaan. 

Adanya hak dan kewajiban para pihak.

Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Berdasarkan 6 (enam) unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUH Perdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (handeling), selanjutnya oleh para sarjana di sempurnakan menjadi perbuatan hukum dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum. 

Sudikno Mertokusumo menjelaskan perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut : bahwa perbuatan hukum (rechtshandeling) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (een tweezijdigerechtshandeling) yakni perbuatan penawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding) . berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (twee eenzijdige rechtshandeling) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (rechtsverhoudingen). 

Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjiian dapat di rumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak, penawaran dan penawaran”.
 Perjanjian adalah perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan  diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak  yang satu  berhak  atas  sesuatu  dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi  sesuatu.  Atau dengan  kata  lain  pihak  yang  mempunyai  hak  disebut kreditur sedangkan pihak yang  mempunyai   kewajiban disebut debitur.

Jelaslah bahwa yang menjadi  subjek  perjanjian adalah  kreditur  dan debitur. Perjanjian  itu  tidak hanya  harus  antara seorang debitur dengan seorang kreditur   saja,  tetapi  beberapa   orang kreditur berhadapan  dengan seorang debitur atau sebaliknya. Juga jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang  kemudian yang tinggal hanya  seorang  kreditur saja berhadapan dengan seorang debitur juga tidak menghalangi perjanjian itu.

Berdasarkan perumusan perjanjian, maka suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Ada pihak-pihak minimal dua pihak

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

Ada persetujuan antara para pihak, mengenai :

Tujuan

Prestasi

Bentuk tertentu lisan/tulisan

Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian

Subjek perjanjian adalah “pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUHPerdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, ahli waris mereka dan pihak ketiga”.
 Subjek perjanjian terdiri dan orang dan badan hukum, dan dalam perjanjian, para pihak dibagi menjadi kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu (prestasi) dan pihak debitur, dan debitur bekewajiban memenuhi sesuatu kepada pihak kredltur. 

Badan hukum dapat berbentuk firma (Fa), Persatuan komanditer (CV), Perseroan terbatas (PT), dan Badan Usaha Koperasi. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai manusia. Dalam pembuatan perjanjian, jika badan hukum bertindak sebagai subjek hukum, maka harus diwakili oleh orang atau manusia. Dan manusia sebagai wakil itu harus bisa bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 1330 KUHPerdata.

Objek bukti adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Prestasi adalah kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak untuk menuntut hal itu. Dalam perjanjian, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dalam melakukan perbuatan itu debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian, debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjaan.

Objek dari perjanjian atau prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Namun, hal tesebut dapat dikecualikan dalam hal memaksa atau overmacht, dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena sebab diluar dirinya seperti meninggal dunia, bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain. “Objek perjanjian tidak boleh samar- samar sebab, objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak pembuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif”.

Syarat Sahnya Peikatan 

Pasal 1320 KUHPerdata, menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian  hutang piutang diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat di sini dimaksudkan adalah adanya persesuaian kehendak antara si pemegang hak dengan si pemegang kewajiban, mengenai objek perjanjian. Berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak tersebut. Kesepakaan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan:
Bahasa yang sempurna dan tertulis;
Bahasa yang sempurna secara lisan;
Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
Bahasa isyarat asal dapat diterima oeh pihak lawannya;
Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Tidak dianggap sah suatu kesepakatan jika diberikan karena :

Salah pengertian (dwaling) atau kekeliruan.

Pemerasan atau dipaksakan

Adanya penipuan”.

Pernyataan  kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.
 Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. “Tujuan pembuaan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa di kemudian hari”.

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran aanbod, offerte, offer) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup  esensiala perjanjian yang akan ditutup, sedangkan penerimaan aanvarding, acceptatie, acceptance) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.

Persetujuan harus diberikan secara bebas dan persetujuan yang diberikan karena salah pengertian (dwaling), Paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan persetujuan kehendak yang cacat. Terhadap persetujuan yang demikian dapat dilakukan pembatalan, tapi bukan batal dengan sendirinya.

Mengenai salah duga atau salah pengertian yang dapat dibatalkan harus mengenai inti sari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Salah pegertian (dwaling) mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objek yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Dengan demikian salah duga atau salah pengertian yang menyebabkan lenyapnya persetujuan harus mengenai :

Pokok atau maksud objek persetujuan

Kedudukan hukum subjek yang membuat persetujuan

Hak subjek hukum yang bersangkutan.

Paksaan yang dapat melenyapkan masalah perizinan dalam persetujuan ialah paksaan bersifat tidak adanya pilihan. Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya mutlak atau absolut yang menyebabkan seorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya sehingga tidak dapat menghindar dari paksaan tersebut.

Berbeda halnya dengan paksaan psikis, di sini sifat paksaan relatif yang memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan pilihan kehendak. Seseorang itu masih dapat mengelak dari paksaan dimaksud. Selanjutnya perizinan yang diberikan dalam persetujuan diperoleh dengan jalan penipuan, hal ini juga mengakibatkan peizinan dalam persetujuan dianggap tidak ada. Persetujuan yang diperoleh dengan jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa tipu muslihat hingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang sesuatu hal.

Sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :

Hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi

Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu. Kalau yang ditipu tadi seorang terpelajar dan hanya dengan tipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah rang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Orang yang cakap atau mempuyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. 
Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah  sebagaimana diatur dala Pasal 1330 KUH Perdata yaitu: 

Anak dibawah umur (minderjarigheid); 
Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 
Isteri. Kedudukan isteri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hkum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 dan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak sehingga suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.
  Suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).

Ketentuan tentang objek tertentu dalam perjanjian adalah:

Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan.

Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya.

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung

Menurut Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari

Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat  (2) KUHPerdata.

Suatu sebab yang halal.

“Sebab (causa) adalah isi perjanjian itu seniri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.
 Pasal 1335 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan
Berdasarkan  syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut  di atas,  kedua  syarat pertama yaitu sepakat  mereka  yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat  perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat  tersebut mengenai subjek perjanjian. 

Syarat subjektif adalah suatu syarat yang  menyangkut pada   subjek-subjek  perjanjian  itu   atau   dengan perkataan  lain,  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Perjanjian yang telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka  perjanjian itu sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Lebih tegasnya Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Apabila terjadi sengketa karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lainnya dapat membawanya ke pengadilan dan apabila terbukti memang demikian kejadiannya, hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasarkan perjanjian itu.

Melalui suatu perjanjian, maka terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal inilah dikatakan fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.

Perjanjian dalam hubungan bisnis perlu dibuat secara tertulis karena perjanjian ini sebagai pegangan, pedoman dan alat bukti para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya sudah diatur dengan jelas sebelumnya. 

Undang-Undang telah menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan dalam suatu perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

“Istilah secara sah, pembentuk Undang-Undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum”.
 Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Secara sah di sini adalah bahwa pembuatan perjanjian hutang piutang harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian hutang piutang tersebut bervariasi mengikuti syarat-syarat yang dilanggar sebagaimana disebutkan di atas. Konsekuensi hukum tersebut adalah :       

Batal demi hukum nietig, null and volid), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni hal tertentu dan sebab yang dibolehkan.

Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable)¸misalnya dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan dan kecakapan berbuat.

Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable). Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian tidakbegitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan perjanjian yang batal (demi hukum) adalah perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan masihmungkin dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Sedangkan bedanya dengan perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi perjanjian yang sah.

Ada juga syarat perjanjian yang apabila tidak terpenuhi hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administratif saja terhadap salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Misalnya apabila terhadap suatu perjanjian memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, para pihak dalam perjanjian hutang piutang memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian. Perjanjian hutang piutang dapat dibuat secara lisan atau secara tertulis tergantung kesepakatan para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara lisan adalah sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak yang membuatnya sama dengan perjanjian yang dibuat tertulis, asalkan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian secara lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dengan nominal yang tidak terlalu besar. 

Judi Online
Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukumpun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakikatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan di dalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.
Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional teruama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

 Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.
 Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.
 

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. 

Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai : tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Perjudian online saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. 

Banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

Roulette.

Blackjack.

Bacarat.

Creps.

Keno.

Tombala.

Super Ping-Pong.

Lotto Fair.

Satan.

Paykyu

Slot Machine (Jackpot).

Ji Si Kie.

Big Six Wheel.

Chuc a Cluck.

Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan.

Yang berputar (Paseran).

Pachinko.

 Poker.

Twenty One.

Hwa-Hwe.

Kiu-Kiu.

Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak.

Lempar gelang.

Lempat uang (coin).

Koin.

Pancingan.

Menebak sasaran yang tidak berputar.

Lempar bola.

Adu ayam.

Adu kerbau.

Adu kambing atau domba.

Pacu kuda.

Kerapan sapi

Pacu anjing

Hailai.

Mayong/Macak

Erek-erek.

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

Adu ayam.

Adu sapi.

Adu kerbau.

Pacu kuda.

Karapan sapi.

Adu domba atau kambing.

Adu burung merpati.
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